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D E N G A N

M e n i m b a n g

R A H M A T  T U H A N  Y A N G  M A H A  E S A

B U P A T I  P A C I T A N ,

M e n g i n g a t

a bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2021 tentang| Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, maka 
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 
15 Tajhun 2010 tentang Pajak Air Tanah perlu disesuaikan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah,

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor |244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhiij dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679)J |

2 Undang-Undang Nomoij 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573),! I

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemenntah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan
6757),

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4 Perajturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

5 Perajturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tejons Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781),

6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air 
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomjor 15),

7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Dalerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Dalerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atals Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),

8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

9 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 
15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Benta Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 43),

M E M U T U S K A N  :

M e n e t a p k a n  :  P E R A T U R A N  B U P A T I  T E N T A N G  P E R U B A H A N  A T A S  

P E R A T U R l A N  B U P A T I  N O M O R  4 3  T A H U N  2 0 1 1  T E N T A N G  

P E T U N J U K  P E L A K S A N A A N  P E R A T U R A N  D A E R A H  

K A B U P A T E N  P A C I T A N  N O M O R  1 5  T A H U N  2 0 1 0  T E N T A N G  

P A J A K  A I R  T A N A H .

P a s a l I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Pajak Air Tanah (Benta Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 
Nomor 43), diubah sebagai benkut

1 Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehmgga berbunyi sebagai benkut

P a s a l

1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2 Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Daerah Kabupaten Pacitan
3 Kepala Daerah adiilah Bupati Pacitan
4 Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya dismgkat BKD adalah Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
5 Pejabat yang Ditunjuk adalah Kepala BKD Kabupaten Pacitan
6 Instansi Pemungut adalah mstansi yang oleh Undang-Undang diben 

kewenangan untuk memungut pajak
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontnbusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pnbadi atau Badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, 
perseroan lamnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lamnya, lembaga dan bentuk badan lamnya termasuk kontrak mvestasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap |
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah
Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah 
Subjek Pajak adalah orang pnbad 
pajak
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
sama dengan tahjun kalender
Wajib Pajak adalah orang pnbadi atau Badan meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan perpajakan Daerah

l jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lam yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)

i atau Badan yang dapat dikenakan

bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang 
Pajak yang Terutang adalah pajak yang haras dibayar pada suatu saat 
dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perandang-Undangan perpajakan 
Daerah I
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak 
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak 
serta pengawasan penyetorannya ,
Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dismgkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau 
bukan obyek pajak, dan/atau hlarta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perandang-Undangan perpajakan Daerah 
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dismgkat SPPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lam ke Kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dismgkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak 
yang terutang
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dismgkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi admimstratif dan jumlah 
pajak yang masib haras dibayar
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Surat Ketetapan 
SKPDLB adalah

Surat Ketetapaiji Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya dismgkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan 
Surat Ketetapan jPajak Daerah Niliil yang selanjutnya dismgkat SKPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama 
besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak

Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dismgkat 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
danpada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang 
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dismgkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi admimstratif 
berupa bunga dan/atau denda
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang- 
Undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SKPDLB, 
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan 
Surat Keputusanj Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, j SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan 
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 
atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan 
banding berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang 
berlaku |
Putusan Banding adalah putusan jbadan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 
atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau 
terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan
Surat Paksa adalah surat penntah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak
Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang 
penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 
menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan mformasi keuangan yang 
mehputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan 
menyusun laporaln keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk penode tahun pajak tersebut
Pemenksaan di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dari mengolah data| keterangan dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 
standar pemenksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan Daeikh dan/atau untuk tujuan lam dalam rangka 
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan 
Daerah



2 Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehmgga berbunyi sebagai benkut

P a s a l  1 6

Pelaksanaan pemungutan pajak dilaku 
instansi terkait

can oleh BKD dan dapat dibantu oleh

P a s a l  1 1

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tariggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan 
Padatanggal 15 - 9 -  2022

B U P A T I  P A C I T A N

t t d

I N D R A T A  N U R  B A Y U A J I

D i u n d a n g k a n  d i  P a c i t a n  

P a d a  t a n g g a l  1 5  -  9  -  2 0 2 2

S E K R E T A R I S  D A E R A H  

K A B U P A T E N  P A C I T A N

t t d

H E R U  W I W O H O  S P

B E R I T A  D A E R A H  K A B U P A T E N  P A C I T A N  T A H U N  2 0 2 2  N O M O R  8 4
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